PROVINSI PAPUA
BUPATI JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DANA

Menimbang : a.

Mengingat

—

CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR DAN
TERMINAL PHARAA SENTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden
Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo tanggal 27
Desember 2014 untuk melakukan percepatan pembangunan
pasar dan terminal Pharaa Sentani yang semula oleh
pemerintah Kabupaten Jayapura pembangunannya
dilaksanakan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yang
pembiayaannya telah dianggarkan dalam dana cadangan
dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan
Pasar dan Terminal Pharaa Sentani (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 18) berubah
pelaksanaannya menjadi 1 (satu) tahun Anggaran;

bahwa dengan adanya perubahan waktu penyelesaian
pembangaunan pasar dan terminal Pharaa Sentani yang
semula 3 (tiga) tahun menjadi 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu mencabut Peraturan
Daerah yang menetapkan dana cadangan untuk
pembangunan pasar dan terminal Pharaa Sentani;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf b, perlu
mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar dan
Terminal Pharaa Sentani (Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana
Cadangan Pembangunan Pasar dan Terminal Pharaa Sentani
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Nomor 12);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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10.

11.

12.

Undang-Undang 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007 Nomor
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2009 Nomor 14);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JAYAPURA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR
DAN TERMINAL PHARAA SENTANI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar dan Terminal Pharaa
Sentani (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 10
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 18) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura.

Ditetapkan di Sentani

pada tanggal 21 September 2015

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
ttd.

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19590114 198410 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19580825 199202 1 001

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
PROVINSI PAPUA : 12/2015






